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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Perubahan iklim menjadi salah satu permasalahan yang harus menjadi 

kekhawatiran setiap negara saat ini tanpa membedakan negara maju maupun negara 

berkembang. Hal ini dikarenakan fenomena perubahan iklim ini tidak hanya 

terdampak kepada beberapa negara saja, namun secara global. Salah satu negara maju 

yang berdampak perubahan iklim adalah Inggris. Dalam menanggapi isu perubahan 

iklim, Inggris ingin mencapai sebuah target global untuk mengurangi emisi yang 

disebut dengan target Net Zero Emission. Target ini merupakan salah satu agenda 

global Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global.  

Untuk mencapai target global tersebut, Inggris memulai langkah awalnya 

dengan meratifikasi Paris Agreement. Selanjutnya Inggris membuat kebijakan yang 

sejalan dengan target tersebut diantaranya adalah memberikan bantuan luar negeri 

iklim kepada negara berkembang dan negara miskin dalam membantu program 

pembangunan bersih dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kebijakan berikutnya 

adalah Inggris menutup tambang batu bara terakhirnya yang menunjukkan komitmen 

Inggris untuk mencapai target Net Zero Emission dengan mengurangi ketergantungan 

terhadap batu bara.  

Setelah beberapa tahun Inggris membuat kebijakan iklim untuk mendukung 

target Net Zero Emission, pada tahun 2020 Inggris mulai mendapatkan kritikan dari 

berbagai pihak dikarenakan kebijakan baru yang dikeluarkannya. Pertama Inggris 

dikritik karena mengurangi anggaran bantuan luar negerinya kepada negara 
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berkembang, dan kebijakan selanjutnya adalah kebijakan untuk membuka kembali 

tambang batu bara di daerah Cumbria.  

Perubahan kebijakan yang terjadi di negara Inggris tersebut tentunya 

dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Menurut konsep perubahan kebijakan luar 

negeri yang peneliti gunakan yaitu konsep yang dikemukakan oleh Jakob Gustavsson, 

bahwa perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi di negara Inggris disebabkan oleh 

faktor internasional dan faktor domestik. Untuk setiap faktor tersebut, dianalisis dari 

aspek ekonomi dan aspek politik. Untuk faktor internasional ekonomi, perubahan 

kebijakan iklim Inggris dipengaruhi oleh kemunduran ekonomi global yang 

disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian 

Inggris. Untuk aspek politik, konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina 

yang ditanggapi oleh Inggris dan negara sekutunya dengan memberikan sanksi 

berupa pembatasan impor batu bara dari Russia, pemberian sanksi ini juga didukung 

oleh demonstrasi masyarakat internasional. 

Faktor berikutnya yang mempengaruhi perubahan kebijakan Inggris adalah 

faktor domestik. Untuk aspek ekonominya, inflasi yang terjadi secara signifikan di 

Inggris pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dinilai menjadi alasan mengapa Inggris 

mengurangi anggaran bantuan luar negerinya. Kemudian dalam aspek politik, partai 

konservatif Inggris dinilai tidak berkomitmen penuh terhadap isu perubahan iklim, 

hal ini dapat dilihat dari bagaimana hasil pemungutan suara parlemen Inggris pada 

tahun 2020 yang menyepakati pengurangan anggaran bantuan luar negeri iklim untuk 

negara berkembang. Analisis terakhir dalam penelitian ini adalah tingkat perubahan 

kebijakan iklim Inggris. Perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target Net Zero 
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Emission ini berada pada tingkat International Orientation Changes untuk kebijakan 

Inggris mengurangi anggaran bantuan luar negeri perubahan iklim, dan pada tingkat 

Problem/Goal Changes untuk kebijakan membuka kembali tambang batu bara 

Cumbria.  

5.2 Saran 

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai perubahan kebijakan luar negeri 

terkait isu perubahan iklim. Dalam melakukan penelitian mengenai Perubahan 

Kebijakan Iklim Inggris Terkait target Net Zero Emission ini, peneliti menyadari 

masih adanya kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi analisis yang 

dilakukan. Maka dari itu,  untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisis 

menggunakan konsep maupun teori lain yang dapat menganalisis perubahan 

kebijakan.  


